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ABSTRAK

CATATAN

dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan
tidak mampu telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah dan dengan
ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial, Negara
mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya
yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat
memperoleh manfaat agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Khusus Jaminan Kesehatan perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17
Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun
2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU
No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No.
12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 71 Tahun 2013;
Permenkes No. 19 Tahun 2014; Permenkes No. 59 Tahun 2014; Kepmensos No.
146/HUK/2013; Kepmensos No. 147/HUK/2013; Perda Prov Jateng no. 10 Tahun
2009.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Integrasi Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Pemalang kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mekanisme Integrasi, Penutup.
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